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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.     Latar Belakang 

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia 

atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh 

seluruh masyarakat dunia. Kejahatan sebagaimana dikatakan oleh Saiichiro Ono, 

merupakan suatu universal phenomena, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat 

tapi juga kwalitasnya dipandang serius di banding masa-masa lalu.
1
 Salah satu 

kejahatan yang mendapat perhatian masyarakat dewasa ini adalah kejahatan 

kekerasan seksual. 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang tentang Perlindungan Anak) telah 

dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur 

merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan 

hukuman yang setimpal. Maksudnya dengan dijatuhkan hukuman kepada si pelaku 

sehingga dapat kiranya tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur 

dapat dicegah sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi  lagi.
2
 

                                                           
1
  Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana 

Penjara, Semarang : CV.Ananta, 1994, hlm, 11. 
2
  http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-

melanggar-hak-asasi-manusia/. Diakses 29 September 2016, pukul 13:35 WIB. 

 

http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/
http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/


 
 

 

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan tindak pidana yang 

dapat juga disebut melanggar hak asasi manusia. Anak merupakan aset bangsa yang 

sangat berharga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak-

hak anak dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa setiap anak 

berhak untuk tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Sejak tahun 2002 pelaksanaan perlindungan terhadap anak telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun 

Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi anak karena masih 

tingginya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak. 
3
 

Salah satu faktor penyebabnya adalah sanksi pidana yang sangat rendah 

sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sangat ringan. Oleh 

karena itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang tentang 

Perlindungan Anak) mengatur sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku 

kekerasan seksual pada anak. Hal ini sebagai alternatif solusi agar pelaku kejahatan 

jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
4
 

Pengaturan mengenai perlindungan anak telah diterapkan, namun hal tersebut 

tidak dapat menghentikan para pelaku kekerasan seksual anak untuk terus mencari 

korban. Penegakan hukum di Indonesia saat ini  mulai memperihatinkan dikarenakan 

                                                           
3
  Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap 

Anak, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015, hlm, 10. 
4
  Ibid. 



 
 

 

keluarga korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut 

kepada pihak yang berwajib sehingga banyak para pelaku terhindar dari jeratan 

hukum.
5
 Pasal 287 KUHP menjelaskan mengenai penuntutan yang dilakukan atas 

pengaduan untuk perempuan belum 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal 

yang disebutkan dalam Pasal 291 dan 294 KUHP. 

Melihat kembali dengan banyaknya tindak pidana kekerasan seksual yang 

marak terjadi belakangan ini, menyadarkan kita bahwa kasus ini merupakan kasus 

kejahatan yang luar biasa. Kasus ini merupakan puncak gunung es dari yang tak 

terhitung banyaknya, didiamkan serta tak dilaporkan kemudian hilang begitu saja. 

Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus, namun 

tidak banyak masyarakat yang dapat memahami dan peka terhadap persoalan ini. 
6
 

 Dewasa ini, Indonesia kembali berduka dengan banyaknya kasus yang terjadi 

menyelimuti negeri. Salah satu kasus yang ramai diberitakan baik di media sosial 

maupun surat kabar mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak 

maupun kepada orang dewasa.  Hal tersebut terjadi karena masyarakat telah lupa 

dengan adanya etika yang berkembang di masyarakat, serta minimnya akan 

pembelajaran mengenai solidaritas sosial didalam masyarakat. 

 Upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan cara 

memberatkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan patut diapresiasi, 

namun demikian upaya semestinya tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip dan 

                                                           
5
  Ikatan Dokter Anak Indonesia, Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II, CV Sagung 

Seto, Jakarta, 2005, hlm,105. 
6
  Sulistyowati Irianto, Hukum Gagal Lindungi Korban, Kompas, 11 Mei 2016, hlm, 6. 



 
 

 

norma-norma hak asasi manusia. Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri) justru 

bertentangan dengan kewajiban negara untuk memajukan hak asasi manusia. 

Rasionalitas dikeluarkannya Perppu Kebiri berdasarkan pernyataan Presiden adalah 

untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang 

meningkat signifikan dan kejahatan seksual anak merupakan kejahatan luar biasa 

karena mengancam dan membahayakan jiwa serta tumbuh kembang anak.
7
 

 Maka dari itu, dengan di terbitkannya peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang (Perppu) kekerasan seksual terhadap anak tersebut maka, ruang 

lingkup dari Perpu ini mengatur pemberatan pidana tambahan dan tindakan lain bagi 

pelaku kekerasan terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu. 

Hukuman tambahan berupa penambahan sepertiga ancaman pidana, pidana mati, 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun 

dan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Adapun 

penambahan dari pasal tersebut, yaitu dengan maksud agar dapat memberi ruang 

kepada hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya dan menimbulkan efek jera 

kepada pelaku.
8
 

                                                           
7
  http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-

melanggar-hak-asasi-manusia/. Diakses 29 September 2016, pukul 13:37 WIB. 
8
  http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-

melanggar-hak-asasi-manusia/. Diakses 29 September 2016, pukul 13:40 WIB. 

http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/
http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/
http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/
http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/


 
 

 

Kejadian seperti ini sudah menjadi perbincangan dikhalayak umumnya, dimana 

kekerasan seksual tersebut telah menjadi kejahatan yang luar biasa dan harus di 

tangani dengan serius pula. Maka dari itu, Pemerintah memandang perlu segera 

mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Atas dasar pertimbangan itu, Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Data Catatan tahunan pada tahun 2016 mencatat Kekerasan Seksual yang 

terjadi pada Ranah Personal dari tahun 2013 hingga tahun 2016 dengan jumlah kasus 

sebesar 321.752 maka, kekerasan seksual menempati peringkat kedua, yaitu dalam 

bentuk kasus perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk kasus pencabulan 

sebanyak 18% (601 kasus) dan kasus pelecehan seksual 5% (166 kasus). Sebanyak 

31% (5.002 kasus) dengan jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi yaitu 

kekerasan seksual (61%) dan terdapat Kekerasan Seksual dalam bentuk HAM Masa 

Lalu.
9
 

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa maka dari itu, mereka 

perlju dilindungi hakekat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa, 

                                                           
9
  http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-
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selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Anak 

dinilai sangat rentan terhadap tindakan kekeraasan dan penganiayaan seharusnya 

dirawat, diasuh, didik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang 

secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari 

tidak terjadi generasi yang hilang (lost generation).
10

 

Pelecehan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, yaitu 

dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang di kehendaki oleh 

salah satu pihak. Intinya terletak pada ―ancaman‖ dan ―pemaksaan‖. Perilaku 

pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan seks yang diinginkan, termasuk 

permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun 

fisik merujuk pada seks. 
11

 

Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik di tempat umum seperti bus, 

pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Dalam kejadian 

pelecehan seksual biasanya terdiri dari 10 persen kata-kata pelecehan, 10 persen 

intonasi yang menunjukkan pelecehan dan 80 persen non verbal.
12

 

Sebagian besar korban dari kekerasan seksual yang terjadi merupakan anak-

anak yang tak bersalah. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk 

penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan 

anak untuk melakukan rangsangan seksualnya. Bentuk dari pelecehan seksual anak 

                                                           
10

  Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung,  Nusantara: 2006, hlm,18. 
11

  Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap 

Anak, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015, hlm,1. 
12

  Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual. Diakses 11 Mei 2016. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual


 
 

 

yaitu seperti, meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual 

(terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin 

untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual 

terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-

seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak 

fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis) atau 

menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.
13

 

Sebuah studi yang didanai oleh USA National Institute of Drug Abuse 

menemukan di antara lebih dari 1.400 perempuan dewasa, pelecehan seksual pada 

masa kanak-kanak terkait dengan ketergantungan obat terlarang, alkohol dan 

gangguan kejiwaan. Rasio keterkaitan itu sangat menyolok: misalnya, perempuan 

yang mengalami pelecehan seksual non kelamin pada masa kecil 2,83 kali lebih besar 

ketergantungan obat ketika dewasa dibandingkan dengan perempuan normal.
14

 

Pelecehan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk terjadinya psikopatologi dikemudian hari. 

Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres 

pasca trauma, kegelisahan gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan 

identitas pribadi dankegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, 

sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan 
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masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang, perilaku menyakiti 

diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. 

 Kepustakaan klasik disebutkan bahwa jenis petunjuk tingkah laku dan komplek 

kepentingan hidup bersama terdiri atas norma agama, norma kesusilaan, norma sopan 

santun dan norma hukum. Norma agama bagi penganutnya sebagai petunjuk hidup 

dengan sanksi diakhirat. Norma kesusilaan sebagai pedoman pergaualan hidup di 

masyarakat yang berpangkal pada hati nurani dengan sanksi moril antara lain 

perasaan menyesal. Norma kesusilaan sebagai pedoman pergaulan hidup 

dimasyarakat yang berpangkal pada kelaziman rasa sopan santun pada sanksi celaan 

umum. Norma hukum sebagai aturan yang secara sengaja dan dibuat oleh alat 

perlengkapan negara berdasarkan otoritas dalam masyarakat baik berupa suatu 

kewajiban atau larangan tingkah laku tertentu dengan sanksi pemaksa berupa derita 

lahir bathin.
15

 

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini, kasus Yuyun 

dan kasus oknum guru SMP di Kabupaten Cirebon tega melakukan tindakan asusila 

kepada muridnya AK (16 tahun) hingga gila, merupakan kasus yang paling 

menggemparkan publik. Dimana Yuyun merupakan perempuan belia 14 tahun yang 

diduga mengalami perkosaan sadis dan pembunuhan oleh 14 pemuda. Kasus Yuyun 

merepresentasikan isu besar tentang kejahatan seksual yang masih minim diberi 

perhatian negara dan mengkhawatirkan semua pihak karena siapapun berpotensi 
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menjadi korban maupun pelaku. Kisah tragis oknum guru SMP di Kabupaten Cirebon 

tega melakukan tindakan asusila kepada muridnya AK (16 tahun) hingga gila,  ikut 

terangkat setelah ramai kasus pemberitaan pemerkosaan dan pembunuhan pada 

Yuyun di Bengkulu. Meski masih hidup namun AK mengalami depresi hingga gila 

karena perbuatan gurunya sendiri. Dari berbagai macam kasus kekerasan seksual 

yang terjadi belakangan ini, 2 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual yang 

sangat menggemparkan publik dan mendapatkan respon yang lebih dari masyarakat. 

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul 

“Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam 

Hubungannya dengan Hukuman Kebiri” untuk mengetahui bagaimana konsep 

hukuman kebiri dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana 

mekanisme pelaksaan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap anak. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan 

beberapa permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana konsep hukuman kebiri dalam tindak pidana kekerasan seksual 

terhadap anak? 

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual terhadap anak? 

 

 



 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui konsep hukuman kebiri dalam tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap anak.  

2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku 

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan ini mempunyai manfaat yang dapat dikategorikan menjadi dua : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu 

pengetahuan untuk civitas akademika dalam bidang hukum Pidana dan 

terkhusus dalam bidang pidana anak, sebab anak merupakan masalah yang 

sangat sering terjadi di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu 

pengetahuan bagi para praktisi hukum seperti jaksa, hakim, dan advokat, 

badan hukum dan lainnya. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sesuai dengan 

judul yakni “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

dalam Hubungannya dengan Hukuman Kebiri” yaitu berkaitan dengan konsep 



 
 

 

hukuman kebiri dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta 

membahas bagaimana mekanisme pelaksaan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual terhadap anak. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 ciri, yaitu, 

teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum 

berdasarkan pembidangan kekhususannya.
16

 

Menurut Soerjono Soekanto, dan Ronny Kountur, bahwa Landasan Teori dapat 

dirumuskan dari: 

1. Pandangan para ahli (doktrin) 

2. Peraturan Perundang – Undangan  

3. Postulat/Dalil dari Kitab-kitab suci agama tertentu: Al-Hadist Rasul dan 

Petua dari Ahli Agama, dan lainnya. 

Dari berbagai pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis 

menggunakan rumusan pandangan para ahli (doktrin) sebagai patokan untuk 

menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan penelitian skripsi ini, adapun 

teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) 

Kebijakan berasal dari bahasa inggris yaitu Policy atau dalam bahasa 

Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip 
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umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk 

pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan 

urusan urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang 

penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengalikasikan 

hukum/peraturan dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya 

mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).
17

 

Bertolak dari dua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum 

pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam 

kepustakaan asingistilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan 

berbagai istilah antara lain, Penal Policy, Criminal Law Policy, atau 

Staftrechtspolietiek.
18

 

Menurut Utretch, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa 

yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan 

kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu Ius Constituendum (hukum 

yang akan berlaku) dan berusaha agar Ius Constituendum itu pada suatu hari 

berlaku sebagai Ius Constitutum (Hukum yang berlaku yang baru).
19

 

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau 

kebijakan dari negara (pemerinah) untuk menggunakan hukum pidana dalam 
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mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang 

perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dulakukan oleh 

setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya 

untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan 

hukum pidana atau politik hukum pidana.
20

 

Menurut Marc Ancel, pengertian Penal Policy (kebijakan hukum pidana) 

adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis 

untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik 

dan untuk memberi pedoman tidka hanya kepada pembuat undang-undang, 

tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undangdan juga 

kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
21

 

Definisi tentang kebijakan hukum pidan yang telah diuraikan 

sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan 

pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, 

bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada 

pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum 

pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi, oprasionalisasi atau 

fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari
22
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1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan 

hukum pidana; 

2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana; 

3. Kebijakan administatif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum 

pidana. 

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisakan dari sistem hukum pidana. 

Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang 

terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan 

hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu 

mekanisme pelaksanaan pidana.
23

 

A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis 

kebijakan untuk menentukan
24

: 

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah 

atau diperbaharui; 

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; 

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan,peradilan dan pelaksanaan 

pidana harus dilaksanakan. 

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses 

penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan 
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hukum pidana diarahkan pada konkretisasi, oprasionalisasi atau 

fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal 

(hukum acara pidana)dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan 

hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan
25

: 

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menaggulangi kejahatan dengan 

hukum pidana; 

2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi 

masyarakat; 

3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mangatur masyarakat dengan 

hukum pidana; 

4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat 

dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar. 

Hal lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang 

berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum 

pidana. Menurut Bassiouni, tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada 

umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai 

tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut 

adalah
26

: 
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1. Pemeliharaan tertib masyarakat; 

2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-

bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain; 

3. Memasyarakatkan kembali (rasionaalisasi) para pelanggar hukum; 

4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan 

dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan 

keadilan individu. 

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematik, maka penegakan hukum 

pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law 

application) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, termaksud di 

dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan 

hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu
27

: 

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative 

system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang 

menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana; 

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem adminstratif 

(administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai 

aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peraturan di atas; 
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3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), 

dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula 

diperhitungkan pelbagai prespektif pemekiran yang ada dalam lapisan 

masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi diatas dapat 

dikatakan bahwa sebenernya hasil penerapan hukum pidana harus 

menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek 

administratif dan pelaku sosial. 

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana (penal policy) 

oprasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kbijakan 

legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi 

(kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tehap tersebut, tahap formulasi 

merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. 

Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang 

dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan 

pada tahap aplikasi dan eksekusi.
28
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2. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu 

preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif  

(usaha sesudah terjadinya kejahatan).  

a. Tindakan Preventif 

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah 

atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom 

Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah 

mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik 

kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih 

mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.
29

 

 Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang 

terpenting adalah : 

1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi 

dalam arti sempit; 

2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi : 

a) Moralistik yaitu menyebar luaskan sarana-sarana yang dapat 

memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari 

nafsu berbuat jahat. 
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b) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan 

kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai 

penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki 

ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, 

dan lain-lain); 

3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap 

kejahatan dengan berusaha menciptakan; 

a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, 

b) Sistem peradilan yang objektif, 

c) Hukum (perundang-undangan) yang baik. 

4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur; 

5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah 

prevensi kejahatan pada umumnya.
30

 

b. Tindakan Represif 

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan memberikan 

penghukuman (punishment) dan upaya ini dilakukan setelah terjadinya 

suatu kejahatan. Upaya represif dimaksudkan untuk menindak pelaku 

kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali 

agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan 

perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga 
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diharapkan dengan adanya upaya ini tidak akan ada pengulangan 

kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan orang lain juga tidak akan 

melakukannya mengingat sanksi yang akan dirasakan begitu berat. Upaya 

ini dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode (treatment) dan 

penghukuman (punishment).
31

 

G. Metode Penelitian 

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu 

dengan mengunakan cara-cara yang sistematis, di mana metode tersebut menyangkut 

cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. 

Menurut kebiasaan, metode dapat dirumuskan sebagai suatu tipe kemungkinan yang 

figunakan dakam penelitian dan penilaian, suatu tekhnik umum bagi ilmu 

pengetahuan dan suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Metode 

pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang ilmuwan 

mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.
32

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini 

adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris (applied 

law research), menggunakan studi kasus hukum yuridis-empiris berupa produk 

prilaku hukum. Jenis penelitian data dalam penelitian ini bersifat deskriptif 
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analitis. Deskripsi maksudnya memiliki tujuan untuk menganalisis data secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai masalah yang diteliti.  

Deskriptif maksudnya adalah data tidak keluar dari lingkup sampel yang 

bersifat umum yang bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang 

bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang kaitan data 

dengan data lainnya. Analitis sendiri artinya dalam penelitian ini analisis data 

mengarah kepada populasi data.
33

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Metode Deskriptif 

Analisis merupakan metode penelitian dengan  cara mengumpulkan data-data 

sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan 

dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. 

Suatu penelitian Deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.
34

 

3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pendekatan Sosial Hukum (Socio Legal Approach) lalu didukung oleh 

Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual 

(Conceptual Approach). 
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a. Pendekatan Sosial Hukum (Socio Legal Approach) 

Menurut Prof. Adji Samekto pendekatan sosial hukum (socio legal 

approach) merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan 

memasukkan faktor sosial dengan tetap pada batasan penulisan hukum.
35

 

b. Pendekatan Undang-undang (statute approach) 

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 

yang sedang ditangani.
36

 Pendekatan perundang-undangan dalam 

penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis 

maupun akademis. 

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan 

mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu 

hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan 

dengan isu yang dihadapi.
37

 Pemahaman akan pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam 
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membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang 

dihadapi. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan penulis, maka sumber 

Data penelitian yang digunakan adalah : 

a. Data Primer, adalah data yang didapat langsung dari masyaraka selaku 

sumber pertama dalam penerapan yang terkait dalam permasalahan 

yang dikaji . Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

informasi dari masyarakat dilapangan sebagai pemberi informasi 

mengenai permasalahan yang terkait dengan konteks yang akan 

penulis buat.  

b. Data Sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data 

sekunder terdiri dari
38

 : 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

dan terdiri atas: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, batang 

tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, peraturan 

perundangan, bahan hukum yang belum di kodifikasi misal didalam 

hukum islam dan hukum adat; 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, misal: rancangan 
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Undang-Undang Hukum Pidana, hasil-hasil penelitian, hasil karya 

pakar hukum; 

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misal: 

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yakni melalui penelitian 

lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). 

a. Penelitian Lapangan  (Field Research) 

 Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh 

melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara 

purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya). 

b. Penelitian Pustaka (Library Research) 

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 

bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen 

resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
39

 

6. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan 

yang akan penulis teliti pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian 

di KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Palembang dan 

Kantor Pengadilan Negeri Palembang, selaku instansi yang konsen terhadap 
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permasalahan yang terkait mengenai Tindak Pidaana Kekerasan seksual 

Terhadap Anak. Penulis mengambil lokasi di Palembang karena tempat dan 

lokasi mudah dijangkau. 

7. Teknik Penentuan Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, maksudnya 

adalah sampel dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari peneliti.
40

 

Dengan kata lain peneliti menentukan sendiri responden yang akan dilakukan 

wawancara, yakni Ketua KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

Daerah) Palembang dan Ketua Pengadilan Negeri Palembang guna pemecahan 

permasalahan yang menjadi objek kajian. 

8. Teknik Analisis Data 

Berdasakan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian 

Deskriptif Analisis, analisis data yang dipergunakan adalah metode pendekatan 

kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi 

isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk 

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.
41
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9. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah 

dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.
42

 Maka dari itu 

kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan 

kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam 

penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih 

jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara induktif, yakni proses 

pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke data-data yang 

bersifat umum.
43
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